BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah menguraikan dari bab ke bab, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa ;

I

Pengungkapan kasus penangkapan ikan tanpa Surat ljin berdasarkan
keterangan para saksi dan tersangka serta dikuatkan dengan adanya
Barang Bukti, maka Tersangka: NAHAR NATSIR Bin NATSIR : Patut
diduga keras telah melakukan Tindak Pidana dibidang Perikanan, dengan
cara melakukan penangkapan udang dan ikan yang dilakukan oleh Sdr.
NAHAR NATSIR Bin NATSIR sebagai Nahkoda kapal KMN Cahaya
Baru IV dengan menggunakan jaring pukat tanpa dilengakapi dengan SIPI
(Surat ljin Penangkapan lkan) di perairan Muara Nunukan, Kalimantan
Timur, saat ditangkap Tersangka sedang melakukan penangkapan udang
dan ikan dengan hasil tangkapan sebanyak 445 Kg (empat ratus empat
puluh lima) Kilogram, telah memenuhi unsur : Pasal 93 ay at (1) Jo Pasal
27 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan berdasarkan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal
27ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa terdakwa
bernama : NAHAR NATSIR Bin NATSIR telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penangkapan
ikan tanpa dilengkapi oleh Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Oleh
karena itu terdakwa dipenjara selama: 2 (Dua) Tahun dan denda sebanyak

Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda
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Saran

104

tersebut tidak dibayar akan dikenakan pidana kurungan pengganti selama

3 (tiga) bulan.

Dalam rangka pencegahan illegal fishing diperlukan upaya-upaya yang

terarah dan terpadu maka dalam upaya dimaksud penulis memberikan saran-

saran, diantaranya:

Je

R

Sebaiknya perlu melakukan kerjasama antara investor atau pengusaha
bidang perikanan dengan nelayan-nelayan misalnya dengan sistem
kemitraan dan nelayan sebagai nelayan inti dengan pola pemberian
presentasi atas hasil penangkapan ikan sebesar 25%. Dimana investor atau
pengusaha memberikan modal modifikasi kapal penangkap ikan karena
nelayan-nelayan kecil yang ada memiliki keterbatasan dalam sarana
penangkapan dan pengangkutan ikan.

Selayaknya adanya administrasi yang cepat dan efisien serta biaya yang
murah bagi investor yang ingin menanamkam modal dalam usaha
perikanan, penangkapan ikan dan pengurusan izin (SIUP/SIPI) sehingga
mendorong pertumbuhan dan peningkatan investasi di bidang ini.
Kemudian sebaiknya diadakan kajian lebih mendalam perhitungan jumlah
dan kapasitas dibandingkan dengan potensi tangkapan (standing stock)
yang bertujuan untuk mengetahui jumlah kapal dan jumlah tangkapan
yang diperoleh, menetapkan ukuran utama, kapasitas ruang muat, serta

menentukan besarnya investasi pengadaan kapal.
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